
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kebijakan 
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yakni dalam hal 
Penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, 
bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada 
daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana 
alam/ non alam dan a tau bencana sosial dapat melakukan 
pergeseran belanja tidak terduga dan/atau melakukan 
penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang 
mendesak; 

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 
ten tang percepatan penanganan Corona Virns Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan 
barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pergeseran Anggaran pada APBD Kabupaten 
Kolaka Tahun Anggaran 2020 dalam rangka percepatan 
penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
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Rp. 180.643.516.200,00 
Rp. 0,00 
Rp. 180.643.516.200,00 

2. PENDAPATAN DAERAH 
A. Pendapatan Asli Daerah 

Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

B. Dana Perimbangan 

Rp. 1.469.163.790.200,00 
Rp. 0,00 
Rp. 1.469.163.790.200,00 

Semula 
Bertam bah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten 
Kolaka Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 
1. TOTAL APBD TA. 2020 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN 
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM 
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 (COVID-19) 

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
ten tang Peru bahan atas Pera tu ran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kolaka; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020; 

17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2012 tentang tata 
cara revisi dan/ a tau pergeseran anggaran di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kolaka; 

18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten 
Kolaka Tahun Anggaran 2020; 

19. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 50 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020; 
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Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kolaka Tahun Anggaran 2020 dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

7.681.434.200,00 
0,00 

8.568.565.800,00 
(5.000.000.000,00) 
3.568.565.800,00 

6.250.000.000,00 
5.000.000.000,00 

11.250.000.000,00 

7.681.434.200,00 

Pasal 2 

Rp Jumlah Pembiayaan Netto 
SiLPA 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

4. PEMBIAY AAN DAERAII 
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. Surplus/(Defisit) 

Rp. 1.470.595.224.400,00 Jumlah Belanja Daerah 

Rp. 871.720.472.727,28 
Rp. (16.000.000.000,00) 
Rp. 855.720.472.727,28 

B. Belanja Langsung 
Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 588.874.751.672,72 
Rp. 26.000.000.000,00 
Rp. 614.874.751.672,72 

3. BELANJA DAERAII 
A. Belanja Tidak Langsung 

Semula 
Bertambah/ (Berkurang) 
Menjadi 

Rp. 1.462.913. 790.027,00 

367.412.811.000,00 
0,00 

367.412.811.000,00 

914.857.463.000,00 
0,00 

914.857.463.000,00 
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Jumlah Pendapatan Daerah 

Semula Rp. 
Bertambah/ (Berkurang) Rp. 
Menjadi Rp. 

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Semula Rp. 
Bertambah/ (Berkurang) Rp. 
Menjadi Rp. 



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020, NOMOR 4 

Diundangkan di Kolaka 
Pada tanggal '- ~ mareJ 2020 

Ditetapkan di~olak 
pada tanggal .2.3 f ~20 

~UPATI KOL .: 

~Qtl 
I AHMAD-SAFEI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 
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